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POLA DISTRIBUSI BENIH PADI BERSUBSIDI
DI KABUPATEN PURBALINGGA

Pujiati Utami dan Watemin
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT

This research aim to propose an alternative distribution pattern of government- subsidized
paddy seeds to effectively reach the farmers. The research was conducted in Purbalingga District,
Central Java, by using the descriptive analysis method. The primary and secondary data were obtained
by indepth interview and documentation. The data were further analysed descriptively to know the
mechanism of subsidize paddy seeds distribution. Result of the research indicated that the paddy seed
varieties (breeder seeds) were first yielded by the Ministry of Agriculture’s Research and Development
Center, then further distributed b Seed Directorate to be channelled to Balai Benih Induk, the institution
responsible for yeilding the foundation seeds. The seeds were then propagated by producers and
middlemen to yeild stock seeds or extension seeds and became available to the farmers through

agriculture kiosks.

Keywords: paddy seeds, subsidized, distribution pattern

PENDAHULUAN

Krisis perekonomian yang terjadi saat
ini tidak hanya di Indonesia. Di seluruh belahan
bumi, banyak negara yang sedang mengalami
kesulitan untuk memenuhi kehidupan rakyatnya.
Adanya krisis global saat ini juga semakin
membuat  krisis bertambah sulit. Banyak
kalangan yang memperkirakan kalau krisis
perekonomian yang semakin kompleks ini bisa
mengarah kepada krisis pangan. Kelaparan akan
menjadi ancaman yang akan menyusul
kemiskinan massal yang terjadi saat ini. Sebelum
krisis pangan terjadi, sejak jauh- jauh hari, sudah
banyak pemikir maupun praktisi yang mati-
matian menggodok kebijakan kebijakan maupun
sekedar sumbangan pemikiran untuk
mengantisipasinya. Semuanya itu berdiri di atas
satu sikap, bernama “Kefahanan Pangan”. Di
dalam hal ini perlu sekali pemerintah membuat
kebijakan-kebijakan yang baik untuk mengatasi

krisis pangan yang akan terjadi. Berbicara

tentang kebijakan pemerintah, sebenarnya ada
banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah
untuk mengantisipasi bahaya krisis pangan.

Di negara kita, kesulitan dalam
penyeimbangan neraca pangan sudah dialami
sebelum awal krisis moneter terjadi pada
pertengahan tahun 1997. Bahkan, pemenuhan
kebutuhan beras yang pernah diatasi secara
swasembada pada tahun 1986, sampai saat
sekarang ini ternyata tidak dapat
dipertahankan. Menurut data dari Badan Pusat
Statistik tahun 1999 kita telah mengimpor beras
sebanyak 1,8 juta ton pada tahun 1995; 2,1 juta
ton pada tahun 1996; 0,3 juta ton pada tahun
1997; 2,8 juta ton pada tahun 1998; dan 4,7 juta
ton pada tahun 1999. Di awal tahun 2000 kita
bahkan dibanjiri dengan beras impor yang
diberitakan ilegal, sedangkan di awal tahun 2006
kita diramaikan dengan keputusan pemerintah
untuk mengimpor beras, yang dianggap tidak

berpihak kepada petani meskipun hal itu bukan
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merupakan issue baru dan disadari pula bahwa
petani kita pun merupakan konsumen beras.
Bahkan, pada tahun ini kita dirisaukan dengan
impor benih padi yang konon tidak berjalan
mulus pula sampai ke tangan petani, padahal
hasilnya diharapkan dapat mendongkrak produksi
beras.

Selanjutnya dalam sistem produksi
pertanian baik untuk memenuhi konsumsi sendiri
maupun  berorientasi  komersial  diperlukan
adanya ketersediaan benih berdaya hasil tinggi
dan bermutu baik. Dalam pertanian modemn,
benih berperan sebagai delivary mechanism yang
menyalurkan  keunggulan teknologi kepada
clients (Adnyana, 2006). Dengan demikian,
kontribusi benih dalam mendorong meningkatkan
jumlah dan kualitas produksi pertanian yang
mampu dihasilkan menjadi sangat penting.

Kinerja penggunaan benih bermutu dan
berlabel di Indonesia relatif masih rendah.
Penggunaan benih bermutu ditingkat petani untuk
komoditas padi baru mencapai 30 persen
(Ditjentan, 2006), sedangkan untuk penggunaan
benih berlabel baru 22,02 persen (Ditjentan,
2005). Salah satu penyebab masih rendahnya
tingkat penggunaan benih bermutu dan berlabel
karena terbatasnya daya beli petani. Untuk
mendorong penggunaan benih bermutu dan
berlabel lebih luas lagi di tingkat petani, maka
pemerintah memberikan subsidi benih kepada
petani. Sejak tahun 1986 pemerintah teclah
memberlakukan kebijakan subsidi untuk benih
padi, dan pada tahun 2007 besaran jumlah
anggaran subsidi benith yang disediakan
pemerintah mencapai Rp 1,0 triliun (Fokus,

2007).

Kabupaten  Purbalingga merupakan
salah satu kabupaten yang terdapat di Propinsi
Jawa Tengah, memiliki luas lahan 77.764,122
hektar. Dari luas wilayah tersebut, 21.892,09
hektar merupakan arcal lahan sawah yang
ditanami padi (BPS Kabupaten Purbalingga,
2007). Dalam memenuhi kebutuhan benih padi,
di Kabupaten Purbalingga terdapat tiga produsen
atau penangkar benih padi, yaitu Balai Benih
Induk (BBI) Sukoharjo UPTD Perbenihan Dinas
Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten
Purbalingga, PT. Pertani dan PB. Tunas Inti
Makmur (Sukaryo, 2006).

Keberadaan produsen benih padi sangat
membantu petani dalam memperoleh benih padi
yang akan ditanam. Selain kualitas benih padi
yang unggul, tercukupinya jumlah benih padi
yang dibutuhkan petani menjadi salah satu hal
yang penting dalam sistem agribisnis tanaman
padi. Selama ini dari ketiga produsen benih padi
tersebut hanya mampu menyediakan benih
sebesar 1.489 ton/tahun, 1.000 ton dihasilkan
oleh PT. Pertani dan PB. Tunas Inti Makmur,
sedangkan sisanya 489 ton dihasilkan oleh Balai
Benih Induk (BBI) Sukoharjo UPTD Perbenihan
Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten
Purbalingga. Padahal kebutuhan akan benih padi
di Kabupaten Purbalingga mencapai 1.605,1
ton/tahun (Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Purbalingga, 2007).

Mekanisme pendistribusian benih padi
bersubsidi di Kabupaten Purbalingga kepada
petani selama ini dilakukan hanya melalui
produsen benih saja. Melalui mekanisme ini

diharapkan produsen mampu menjual benih

dengan harga yang lebih murah dibanding
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dengan harga pasar sesungguhnya. Tetapi pada
kenyataannya mekanisme pendistribusian benih
bersubsidi yang ditempuh selama ini tampaknya
tidak efektif. Hal ini terlihat dari luas tanam yang
menggunakan benih padi bersubsidi  di
Kabupaten Purbalingga hanya 8.318,96 hektar
atau 38 persen dari seluruh luas tanam padi di
Kabupaten Purbalingga (Sukaryo, 2006).

Dari hasil survey pendahuluan, ada
beberapa hal yang menyebabkan mekanisme
pendistribusian  benih padi bersubsidi  di
Kabupaten Purbalingga tidak efektif, yaitu : 1)
harga benih padi bersubsidi yang diterima petani
tidak jauh berbeda dengan harga benih padi di
pasar sesungguhnya, 2) kualitas benih padi
bersubsidi tidak seperti yang diharapkan, 3)
distribusi dan penyaluran benih bensubsidi tidak
tepat waktu, sehingga waktu tanam padi menjadi
terlambat dan 4) kurangnya pasokan benih padi
bersubsidi. Dengan memperhatikan fenomena ini,
maka penelitian ini ditujukan untuk memberikan
alternatif pola distribusi benih padi bersubsidi
yang dilakukan pemerintah agar efektif sampai

petani.

METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten
Purbalingga, dengan pertimbangan di daerah
tersebut terdapat produsen benih padi yang telah
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
produsen dan penyalur benih padi bersubsidi.
Penelitian dilaksanakan selama 8 (delapan)
bulan.

Metode yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan

pengumpulan data dilakukan secara survai. Data

yang digunakan adalah data primer dan data

sekunder yang diperoleh melalui indepth
interview. Selanjutnya data yang diperoleh
dianalisis secara deskriptif atau dijabarkan
dengan sangat jelas tentang pola distribusi benih
padi bersubsidi dan alternatif mekanisme
distribusi benih padi bersubsidi yang efektif yang

dapat digunakan di Kabupaten Purbalingga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komoditi tanaman pangan memiliki
peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan
pangan, pakan dan industri dalam negeri yang
setiap tahunnya cenderung meningkat seiring
dengan pertambahan jumlah penduduk dan
berkembangnya industri pangan dan pakan.
Schingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional
fungsinya menjadi amat penting dan strategis.
Komoditi  padi

berperan  scbagai

pokok  karbohidrat

pemenuh
kebutuhan masyarakat,
sedangkan jagung dan kedelai terutama untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku industri pangan
olahan dan pakan. Upaya peningkatan produksi
padi, jagung dan kedelai yang terfokus pada
penerapan SL-PTT tahun 2008 pada areal seluas
1.900.000 hektar telah berhasil menjadi pemicu
dalam meningkatkan produksi padi 5,46%,
jagung 19,36% dan kedelai 28,47% (ARAM III
2008). Berdasarkan hasil penerapan SL-PTT
tahun 2008, maka pada tahun 2009 fokus
kegiatan tersebut akan dilanjutkan dan diperluas
menjadi seluas 2.241.000 hektar.

Pelaksanaan SL-PTT tahun 2009 akan
mendapat fasilitasi/dukungan penyediaan benih

padi non hibrida melalui Bantuan Langsung
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Masyarakat (BLM) dari dana tugas pembantuan
kabupaten/kota seluas 1.001.000 hektar dan
Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dari
PSO seluas 1.000.000 hektar, sedangkan untuk
padi hibrida, jagung hibrida dan kedelai melalui
BLM. Selain itu usaha peningkatan produksi
pertanian dilakukan melalui berbagai cara,
diantaranya adalah meningkatkan pengetahuan,
kecakapan, ketrampilan, serta memperbaiki sikap
mental petani. Upaya ini merupakan kegiatan
penyuluhan pertanian (Anonim, 1984). Sebagai
pemberi informasi tentang kegiatan pertanian,
penyuluh  pertanian  diharapkan = mampu
memeberikan pengertian atau penjelasan yang
berkaitan dengan kegiatan usahatani. Salah satu
materi pokok yang diberikan dalam kegiatan
penyuluhan adalah tentang penggunaan benih
sebelum petani melakukan kegiatan usahatani
lainnya.

Pemerintah sejak tahun 1986, telah
menetapkan kebijakan subsidi benih untuk
komoditas padi. Jumlah subsidi benih yang
dianggarkan pemerintah terus meningkat dari
tahun ke tahun. Pada tahun 1986, jumlah subsidi
benih yang ditetapkan pemerintah Rp 7 milyar,
meningkat menjadi Rp 10,4 milyar pada tahun
1990. Pada tahun 2000 dan 2005, besarnya
subsidi benih yang ditetapkan pemerintah
meningkat menjadi Rp 43,8 milyar dan Rp 74,3
milyar. Dengan demikian, sejak tahun 1986
sampai 2005 telah terjadi peningkatkan subsidi
benih lebih dari sepuluh kali lipat.

Besarnya subsidi  yang ditetapkan
pemerintah per kilogram benih juga mengalami

perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1997,
besarnya subsidi benih padi Rp 185/kg, tahun

1998-2002 berubah menjadi Rp 400/kg, dan sejak
tahun 2002-2006 untuk benih padi menjadi
sebesar Rp 500/kg .

Mekanisme pemberian dan
pendistribusian benih bersubsidi kepada petani
selama ini dilakukan hanya lewat BUMN
dan di

produsen benih saja, Kabupaten

Purbalingga hanya PT Pertani saja yang

melakukan distribusi benih bersubsidi kepada

petani. Walaupun di Kabupaten Purbalingga
terdapat 5 (lima) produsen atau penangkar benih,
tetapi yang ditunjuk oleh pemerintah hanya PT

Pertani yang mendistribusikan benih bersubsidi.

Mekanisme pendistribusian benih padi
bersubsidi yang selama ini dilakukan oleh PT
Pertani di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai
berikut :

1. Benih padi varietas unggul yang dilepas
(breeder seed) yang dihasilkan oleh

Puslitbang atau balai Komoditas, diteruskan

oleh Dircktorat Benih untuk disebarkan ke

Balai Benih Induk, yang selanjutnya
diperbanyak untuk menghasilkan foundation
seed.

2. Benih tersebut kemudian diperbanyak oleh
PT Pertani untuk kemudian menghasilkan
benih padi dengan jenis stock seed atau
extention seed. Benih yang dihasilkan oleh
PT Pertani ini dapat langsung disebarkan ke
petani atau melalui penyalur/kios pertanian
yang telah ditunjuk.

Melalui mekanisme ini diharapkan
produsen mampu menjual benih dengan harga
yang lebih murah dibanding dengan harga pasar
sesungguhnya. Pada periode tahun 2009, harga

benih padi bersubsidi ditingkat petani di

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto



58 Jurnal Iimu-ilmu Pertanian. Volume 7 ,Nomor 1, Juli 2011

Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 5.000,- tiap

kilogram, sedangkan harga benih padi tanpa

subsidi dapat mencapai Rp 5.500,- tiap
kilogramnya.

Pada kenyataannya, kebutuhan petani
akan benih padi bersubsidi selalu berlimpah,
tetapi karena keterbatasan produksi dan pola
distribusi yang belum merata menyebabkan
banyak petani di Kabupaten Purbalingga yang
tidak memperoleh benih padi bersubsidi. Selain
itu terkadang penyaluran benih padi bersubsidi di
Kabupaten Purbalingga tidak tepat waktu,
sehingga waktu tanam padi sering mengalami
keterlambatan. Imbas dari terlambatnya watu
tanam dapat berdampak pada terhambatnya
waktu pemupukan, penggunaan air atau saluran
irigasi yang tidak tepat, terjadinya kegagalan
panen akibat musim (kemarau atau hujan),
mudah terkena serangan hama atau penyakit, dan
waktu panen semakin terlambat.

Untuk itu perlu diberikan solusi agar
ketidakefektifan penyaluran benih bersubsidi di
Kabupaten Purbalingga tidak berlangsung terus-
menerus. Menurut Kariyasa (2007), ada beberapa
prinsip yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Pemerintah  perlu  terus  mendorong
penggunaan benih subsidi ditingkat petani
dengan jenis Extension Seed.

2. Sistem penyaluran benih bersubsidi tetap
bersifat terbuka, sehingga tidak mengurangi
peranan masing-masing pelaku pasar benih
(produsen, distributor dan pengecer). Pilihan
ini sangat relevan karena pemerintah akan

memberikan subsidi untuk semua benih padi

yang terjual ke petani, schingga tidak akan

terjadi kebocoran benih akibat terjadinya
dualisme harga.

3. Setiap produsen benih bisa menjual benih
secara bebas kepada distributor yang telah
menjadi langganannya selama ini, baik yang
berada di wilayahnya sendiri maupun di luar
wilayah. Selain kepada distributor, produsen
juga tetap bisa menjual benih langsung
kepada pengecer maupun ke petani. Hal
yang sama juga berlaku bagi distributor
maupun pengecer, yaitu mereka bisa secara
bebas menjual benih kepada langganannya.
Dalam rangka mengembangkan
kelembagaan petani yang lebih kuat, maka
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) perlu
didorong untuk berperan sebagai distributor
atau pengecer benth.

4. Petani sebagai pengguna benih juga masih
tetap bisa secara bebas membeli benih baik
kepada pengecer, distributor atau langsung
ke produsen benih. Pola ini perlu
dipertahankan agar tetap ada kebebasan bagi
petani untuk dapat memilih varietas maupun
asal produksi (produsen). Preferensi petani
terhadap asal produksi (produsen) secara
tidak langsung mencerminkan preferensi
terhadap kualitas benih tertentu. Dengan
demikian, pola ini sekaligus akan tetap
mampu menghasilkan benih dengan kualitas
baik tentunya akan menguasai pangsa pasar
lebih besar.

Dalam mekanisme penyaluran benih
padi bersubsidi, ada dua pendekatan yang dapat
dilakukan, yaitu :

1. Harga Jual Ditetapkan Pemerintah. Dasar

pertimbangannya adalah agar petani yang
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menggunakan benih extension seed tidak

terbebani lagi untuk mengeluarkan tambahan

biaya benih dan mencegah peluang adanya

kenaikan harga dari produsen benih.
Pemerintah menetapkan standar harga benih
dari semua asal produksi (produsen) di
tingkat pengecer secara seragam. Dengan
adanya penetapan harga jual yang sama
untuk semua asal produksi benih (produsen),
maka petani yang menggunakan benih
extension seed mendapat subsidi secara
penuh (100%).

2. Harga Jual Berdasarkan Mekanisme Pasar.
Dasar pertimbangannya adalah bahwa harga
benih extension seed sangat bervariasi
menurut asal produksi (produsen), sehingga
walaupun ditetapkan harga patokan subsidi,
produsen tetap memperoleh harga sesuai
kualitasnya. Karena harga jual menganut
mekanisme pasar, maka jika harga jual yang
terjadi diatas harga subsidi, petani harus
membayar langsung selisih harga tersebut
kepada pengecer. Petani yang tidak bersedia
mengeluarkan  biaya tambahan, harus
mencari produsen yang menjual benih
dengan harga sesuai patokan tersebut.

Dari beberapa hal yang berkaitan
dengan mekanisme penyaluran benih padi
tersebut di atas, kiranya dapat diambil suatu
alternatif yang sesuai dengan kondisi yang ada di
kabupaten Purbalingga, sehingga permasalahan
yang selama ini dihadapi baik oleh produsen
benih, penyalur benih, maupun petani sebagai
pengguna benih bersubsidi dapat teratasi dan

dengan penggunaan benih yang sesuai dapat

meningkatkan produksi pertanian, khususnya

tanaman padi di Kabupaten Purbalingga.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasar uraian tersebut di atas maka

dapat disimpulkan bahwa :
1. Mekanisme pendistribusian benih padi
bersubsidi yang selama ini dilakukan di
Kabupaten Purbalingga adalah : benih padi
varietas unggul yang dilepas (breeder seed)
yang dihasilkan oleh Puslitbang atau balai
Komoditas, diteruskan oleh Direktorat Benih
untuk disebarkan ke Balai Benih Induk, yang
selanjutnya diperbanyak untuk menghasilkan
Sfoundation seed. Benih tersebut kemudian
diperbanyak oleh produsen dan penyalur
benih bersubsidi untuk kemudian
menghasilkan benih padi dengan jenis stock
seed atau extention seed, yang langsung
disebarkan ke petani atau  melalui

penyalur/kios pertanian.
2. Dalam mekanisme penyaluran benih padi

bersubsidi, ada alternatif yang dapat
dilakukan, yaitu : harga jual ditetapkan
pemerintah atau harga jual berdasarkan
mekanisme pasar

Selanjutnya atas dasar kesimpulan
tersebut maka pelaksanaan penyaluran benih padi
bersubsidi di Kabupaten Purbalingga perlu
adanya komitmen bersama dari para pemangku
kepentingan dalam pasar benih bersubsidi, baik
dari aspek pemerintah, produsen, penyalur
maupun petani selaku pengguna benih bersubsidi,
agar kegiatan usahatani dapat berlangsung secara
terus-menerut dan pada akhirnya kedaulatan

pangan dapat terwujud.

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto
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